SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 243/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X /2020

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (1),

dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, menyatakan bahwa jumlah surat suara yang
dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan
sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS dan jumlah
surat suara untuk pemungutan suara ulang sebanyak

2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus;

b. bahwa . ..



Mengingat
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b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang
Penetapan Jumlah Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang . . .
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Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . . .



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1499);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana . . .
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang  Jenis,
Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258 /PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain

surat . ..
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Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template)
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 826/PP/.09.1-
SD/07/KPU/IX/2020, Perihal : Jumlah Kebutuhan dan
Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C
Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu
Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog
Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bima Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bima Nomor : 107/HK.03.1-
Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/ 5206 /KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/ 5206 /KPU-Kab/I/2020
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bima Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020
tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;

5. Keputusan . .



Menetapkan

KESATU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima
Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 239/HK.03.1-Kpt/ 5206 /KPU-Kab/X/2020
tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima
Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 242/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020
tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 786/PL.01.2-BA/5206/KPU-Kab/X/2020
Tentang Rapat Pleno Pembahasan Jumlah Standar
Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Jenis Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan
Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima

Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMIILIHAN UMUM KABUPATEN
BIMA TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020.

Menetapkan Jumlah Surat Suara dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebanyak
373.503 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga)

surat suara.

KEDUA . ..



-8 -

KEDUA : Penetapan Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut :
a. LampiranI : Jumlah Surat Suara Ditambah
Cadangan 2,5% Setiap TPS dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bima Tahun 2020; dan
b. Lampiran I : Jumlah Surat Suara Yang Diberi
Tanda Khusus Untuk Pemungutan
Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
KETIGA : Jumlah Surat Suara Yang Diberi Tanda Khusus untuk
Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf b yaitu tulisan “PEMILIHAN
ULANG®“ dalam bentuk stempel.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,
ttd
IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
TARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Hukum,

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 243/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020.

JUMLAH SURAT SUARA DITAMBAH CADANGAN 2,5% SETIAP TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

N Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Surat Suara Ket
o. et.
Kecamatan Desa TPS Pemilihan
1. 18 191 084 371.503

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,
ttd
IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

ZAINAL ABIDIN
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 243/HK.03.1-Kpt/5206 /KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020.

JUMLAH SURAT SUARA YANG DIBERI TANDA KHUSUS UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIMA TAHUN 2020

Jumlah Surat Suara

Jumlah Jumlah Jumlah Pemilihan Untuk

No. Ket.
Kecamatan Desa TPS Pemungutan Suara
Ulang
1. 18 191 984 2000

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,
ttd
IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
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